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Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes). Penetapan akreditasi oleh LAM-PTKes dilakukan dengan menilai proses dan kinerja serta keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran program studi, yang merupakan tanggung jawab program studi masing-masing.

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi.
Sejak dibentuk pada tahun 1994 sampai akhir tahun 2013, BAN-PT telah berhasil melakukan akreditasi terhadap 16.957 program studi dari perguruan tinggi negeri, swasta, keagamaan, dan kedinasan, yang meliputi program diploma (3790 program studi), sarjana (11.252 program studi), profesi (21 program studi), magister (1562 program studi) dan doktor (332 program studi). BAN-PT telah mengakreditasi 80 dari 3230 perguruan tinggi yang ada.
Pengalaman dalam penyelenggaraan akreditasi program sarjana selama ini menunjukkan bahwa perangkat instrumen yang telah digunakan memerlukan perbaikan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan praktek-praktek proses akreditasi yang berlaku secara internasional (international best practices).  
Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes. Tahun 2015, LAM-PTKes mengembangkan instrumen khusus untuk program studi profesi, seperti profesi dokter dan apoteker. Khusus untuk program studi sarjana farmasi, pengembangan instrumennya dilakukan mulai tahun 2013 melalui kerjasama dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Dengan diberlakukannya Standar Kompetensi Apoteker Indonesia oleh IAI serta Standar Pendidikan Tinggi Farmasi oleh APTFI maka penjaminan mutu eksternal program studi sarjana farmasi dan program studi apoteker melalui akreditasi menggunakan standar ini. Sebagai konsekuensinya instrumen akreditasi yang digunakan juga menyesuaikan dengan kedua standar ini. Dalam upaya perkembangan program studi sarjana farmasi, LAM-PTKes bersama APTFI dan IAI telah menyusun  Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker yang terdiri atas:
	BUKU I
	-
	NASKAH AKADEMIK  AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI DAN PROFESI APOTEKER

	BUKU II
	-
	STANDAR DAN PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI DAN PROFESI APOTEKER

	BUKU IIIA
	-
	BORANG  PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI DAN PROFESI APOTEKER

	BUKU IIIB
	-
	BORANG  UNIT PENGELOLA

	BUKU IV
	-
	PANDUAN PENGISIAN BORANG

	BUKU V


	-
	PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI DAN PROFESI APOTEKER

	BUKU VIA
BUKU VIB
	-

-
	MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI DAN PROFESI APOTEKER
MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI UNIT PENGELOLA

	BUKU VII
	-
	PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI DAN PROFESI APOTEKER

	BUKU ED
	-
	PEDOMAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI SARJANA DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI


Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi. 
Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi di seluruh Indonesia.
Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker ini. 
Jakarta, 2015
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
Ketua,
Usman Chatib
DAFTAR ISI
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BAB I
LATAR BELAKANG
1.1
Sejarah Singkat Pendidikan Farmasi di Indonesia

Hipocrates (460-357 SM) merupakan tokoh dalam bidang pengobatan yang mulai mengembangkan pendekatan rasional terhadap penyakit. Konsep inilah yang menjadi dasar pengembangan ilmu kedokteran modern. Tonggak pemisahan bidang

farmasi dan kedokteran diawalai oleh Kaisar Frederik II melalui kondifikasi pemisahan praktik farmasi dari praktik kedokteran pada tahun 1240. Ilmu farmasi mencapai puncak kejayaannya pada abad pertengahan ditandai dengan berbagai penemuan para ahli bidang obat dan pengobatan. Sejalan dengan itu, profesi farmasi juga berkembang dengan diterbitkannya Farmakope diikuti berbagai peraturan/ketentuan kefarmasian lainnya serta berdirinya organisasi profesi di berbagai Negara.

Pendidikan tinggi farmasi di Indonesia diawali dengan berdirinya Perguruan Tinggi Ahli Obat (PTAO) pada tanggal 27 September 1946 di Klaten Jawa Tengah, yang selanjutnya bergabung dalam Universitas Gajah Mada menjadi Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Farmasi. Setahun kemudian (1947) di Bandung diresmikan Bagian Farmasi FIPIA UI yang kemudian berubah menjadi Jurusan Farmasi FMIPA ITB, diikuti dengan berdirinya pendidikan farmasi di berbagai perguruan tinggi pada periode 1960-1970 yaitu di Universitas Pajajaran, Universitas Airlangga, Universitas Hasanudin, Universitas Katolik Widya Mandala, Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, Universitas Surabaya dan Universitas Sumatera Utara.

Sejak dimulainya Pendidikan Tinggi Farmasi (1946) sampai dengan tahun 1959, tujuan pendidikan tinggi farmasi adalah menghasilkan apoteker untuk memenuhi kebutuhan apoteker di apotek. Perlu diketahui bahwa pada saat itu apotek dapat didirikan tanpa penanggung jawabnya seorang apoteker. Apotek tersebut dinamakan “apotek darurat”.

Pada tahun 1953 Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 60084/Kab tentang pendidikan apoteker dan doctorandus apoteker yang mulai berlaku sejak tanggal 1 September 1953. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pendidikan bersifat akademik yang lamanya 4 tahun terdiri atas tingkat propadeuse lamanya 1 tahun, tingkat candidatus lamanya 1 tahun dan tingkat apoteker lamanya 2 tahun. Pemilik ijazah apoteker dapat meneruskan ke tingkat doctorandus selama 2 tahun.

Pada tahun 1960 diterbitkan peraturan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sebagai hasil dari rapat kerja kementerian tersebut dengan beberapa pereguruan tinggi seperti: UGM, ITB, UNPAD; Departemen Kesehatan, Pendidikan Angkatan Darat, dan Ikatan Apoteker Indonesia bahwa pendidikan tinggi farmasi bersifat polivalen dengan lama pendidikan 5 tahun terdiri atas tingkat persiapan (propadeusis), sarjana muda (candidatus), sarjana (doctoral) dan apoteker. Sistem pendidikan tinggi  farmasi terdiri atas sarjana farmasi dan apoteker.

Perubahan-perubahan dan lama pendidikan tinggi farmasi Indonesia dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Tahun 1946-1959 lama pendidikan 4 tahun yang terdiri atas: 1 tahun tingkat propadeusis, 1 tahun tingkat candidates dan 2 tahun tingkat apoteker.

2. Tahun 1960-1966, lama pendidikan 5 tahun yang terdiri atas: 1 tahun tingkat persiapan, 2 tahun tingkat sarjana muda, 2 tahun tingkat sarjana dan 1 tahun tingkat apoteker.
3. Tahun 1967-1971 lama pendidikan 5,5 tahun yang terdiri atas: 1 tahun tingkat persiapan, 1,5 tahun tingkat sarjana muda, 2 tahun tingkat sarjana dan 1 tahun tingkat apoteker.
4. Tahun 1972-1977 lama pendidikan 6 tahun (12 semester) yang terdiri atas: 1 tahun (2 semester) tingkat persiapan, 2 tahun (4 semester) tingkat sarjana muda, 2 tahun (4 semester)  tingkat sarjana dan 1 tahun (2 semester) tingkat apoteker.
5. Tahun 1978-1979 lama pendidikan 5,5 tahun (11 semester = 185 sks) yang terdiri atas: 3,5 tahun (7 semester = 122 sks) tingkat sarjana muda, 1,5 tahun (3 semester = 48 sks) tingkat sarjana dan 0,5 tahun (1 semester = 12 sks) tingkat apoteker.
6. Tahun 1980-1981 mulai dilaksanakan program Strata 1 (S-1) lama pendidikan 5 tahun (10 semester = 160 sks) yang terdiri atas: 3,5 tahun (7 semester = 115 sks) tingkat sarjana muda, 1 tahun (2 semester = 33 sks) tingkat sarjana, dan 0,5 tahun (1 semester = 12 sks) tingkat apoteker.
7. Tahun 1985-1986 lama pendidikan 5,5 tahun (11 semester = 170 sks) yang terdiri atas: 3,5 tahun (7 semester = 116 sks) tingkat sarjana muda, 1 tahun (2 semester = 33 sks) tingkat sarjana, dan 1 tahun (2 semester = 21 sks) tingkat apoteker.
8. Tahun 1990  lama pendidikan 5,5 tahun (11 semester = 175 sks) yang terdiri atas: 4,5 tahun (9 semester = 153  sks) tingkat sarjana, dan 1 tahun (2 semester = 30 sks) tingkat apoteker.
9. Tahun 1996 lama pendidikan 5 tahun (10 semester = 174 sks) yang terdiri atas: 4 tahun (8 semester = 144 sks) tingkat sarjana, dan 1   tahun (2 semester = 30 sks) tingkat apoteker. Sistem tersebut yang kemudian digunakann sampai dengan saat ini.
Pada umumnya Pendidikan Apoteker di Indonesia berupa program studi/ jurusan di Fakultas MIPA atau berdiri sendiri sebagai Fakultas Farmasi, berada pada perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Beragamnya kondisi Pendidikan Apoteker saat itu memunculkan gagasan untuk membentuk asosiasi yang akhirnya terwujud pada tahun 2000 dengan terbentuknya Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI). APTFI telah membangun berbagai kesepakatan diantaranya tentang kurikulum nasional program studi sarjana maupun

kurikulum nasional pendidikan apoteker, namun sampai saat ini kualitas Pendidikan Apoteker masih sangat bervariasi terutama dalam hal kualifikasi SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran termasuk fasilitas laboratorium dan tempat praktik kerja. Hal ini berpengaruh pada kelayakan penyelenggaraan pendidikan dan berdampak langsung pada kompetensi lulusan. Permasalahan yang

ada menjadi semakin parah dengan bermunculannya baru dengan modal dan sumber daya minim serta kurang memperhatikan mutu lulusan.

Pada periode awal orientasi pendidikan farmasi lebih berfokus pada produk (product oriented). Maraknya era industri farmasi pada masa itu menjadi penyebab pendidikan dan praktik farmasi Indonesia lebih berfokus pada keahlian membuat dan

menyiapkan sediaan farmasi yang berkualitas, aman dan efektif, namun nyaris belum menyentuh sisi lain terkait tanggungjawab penjaminan penggunaan obat secara rasional. Titik balik mulai terjadi pada era 1990 dengan munculnya kesadaran

pada pentingnya kehadiran profesi farmasi pada tahap pemilihan obat dan penggunaan obat oleh pasien.

Arah perkembangan praktik kefarmasian di Indonesia sudah mulai mengikuti perkembangan kefarmasian dunia, yaitu berfokus pada manusia sebagai pengguna

obat (patient oriented). Peran apoteker mulai berkembang dari penyedia obat sebagai komoditi menuju pelayanan kefarmasian yang komprehensif (patient care) untuk menjamin terapi obat yang diberikan rasional dan optimal. Pendekatan yang dikenal sebagai “pharmaceutical care” ini mulai diterapkan pada tahun 2004 dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik dan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

1.2
Program Studi Sarjana Farmasi
Merespon kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, beberapa penyelenggara Pendidikan Apoteker telah mengembangkan kelompok minat “Farmasi Komunitas dan Klinik”, minat “Sain dan Teknologi Farmasi” atau “Sain dan Industri” serta minat “Bahan Alam”. Program peminatan umumnya dikembangkan pada jenjang pendidikan S-1 (sarjana farmasi). Beberapa perguruan tinggi farmasi telah menyelenggarakan program S-2, program S-3, dan program spesialis, namun nomenklaturnya belum tertata dengan baik. Sebagai contoh penyelenggaraan pendidikan farmasi klinik bisa kita temukan pada jalur akademik (S-2) namun ada pula yang berada pada jalur profesi (spesialis), pendidikan profesi (apoteker) ada yang digabungkan dengan pendidikan akademik (S-2), dan ada juga program Magister Manajemen Farmasi yang berada di S-2 Ilmu Farmasi yang seharusnya menginduk ke Ilmu Manajemen (sesuai Lampiran Keputusan Dir. Jen. DIKTI Nomor 163 10 Tahun 2007). Pada jalur vokasi pendidikan farmasi umumnya diselenggarakan pada jenjang D-3 dengan bidang peminatan Farmasi dan Analis Farmasi & Makanan. Saat ini juga masih kita jumpai pendidikan farmasi pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan.

APTFI telah merumuskan Standar Kompetensi Sarjana Farmasi Indonesia 2013 yang terdiri dari:

1. Optimalisasi keamanan penggunaan obat.  

2. Pelayanan sediaan obat. 
3. Pembuatan dan pendistribusian sediaan obat.
4. Pelayanan informasi obat dan pengobatan.  

5. Komunikasi dan kolaborasi interpersonal. 
6. Kepemimpinan dan manajemen. 
7. Praktik profesional, legal, dan etik. 
8. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, dan pengembangan diri.

AREA 1: OPTIMALISASI KEAMANAN PENGGUNAAN OBAT
Standar 1.1   Menjelaskan pertimbangan pemilihan obat
Standar 1.2   Menganalisis kesesuaian rancangan terapi obat
Standar 1.3   Mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusinya
Deskripsi Kompetensi Inti: 

Mampu mengidentifikasi masalah-masalah terkait obat dan alternatif solusinya berlandaskan prinsip-prinsip ilmiah untuk mengoptimalkan penggunaan obat.

Unit 1.1:  
Mampu menjelaskan pertimbangan pemilihan obat. 
Elemen: 

1.1.1 Mampu menjelaskan patofisiologi penyakit.

1.1.2 Mampu menjelaskan mekanisme kerja obat dan tujuan penggunaan obat.

Unit 1.2:

Mampu menganalisis kesesuaian rancangan terapi obat. 

Elemen: 

1.1.1 Mampu menjelaskan pedoman terapi penyakit tertentu.

1.1.2 Mampu menggali data pasien

1.1.3 Mampu menyatakan kesesuaian pilihan terapi obat.
Unit 1.3:
Mengidentifikasi masalah terkait obat  dan alternatif solusinya.
Elemen: 

1.3.1 Mampu menjelaskan pedoman analisis masalah-masalah terkait obat.

1.3.2 Mampu mengidentifikasi masalah terkait obat.

1.3.3 Mampu mengidentifikasi alternatif-alternatif solusi masalah terkait obat.
AREA 2: PELAYANAN SEDIAAN OBAT
Standar 2.1   Melakukan skrining resep
Standar 2.2   Menjelaskan pilihan terapi obat dalam pelayanan swamedikasi
Standar 2.3   Menyiapkan sediaan obat non-steril 

Standar 2.4   Melakukan pencampuran sediaan steril

Standar 2.5   Memastikan obat memenuhi persyaratan mutu 

Standar 2.5   Menyerahkan obat kepada pasien
Deskripsi Kompetensi Inti:

Mampu melakukan pelayanan obat sesuai prosedur untuk menjamin keamanan dan efektivitas penggunaannya.
Unit 2.1:
Mampu melakukan skrining resep.

Elemen:

2.1.1 Mampu memastikan kelengkapan persyaratan administratif.

2.1.2 Mampu menyatakan kesesuaian farmasetik obat dalam resep. 

2.1.3 Mampu menjelaskan pertimbangan klinis pilihan obat dalam resep.
Unit 2.2:

Mampu menjelaskan pilihan terapi obat dalam pelayanan swamedikasi.

Elemen:

2.2.1 Mampu mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan pasien. 

2.2.2 Mampu memberikan pertimbangan pilihan obat yang tepat bagi  pasien.  

2.2.3 Mampu memberikan penjelasan tentang batasan swamedikasi.
Unit 2.3:

Mampu menyiapkan sediaan obat non-steril.

Elemen:

2.3.1 Mampu menetapkan persyaratan mutu sediaan.
2.3.2 Mampu memastikan alat, obat dan bahan penolong memenuhi persyaratan.
2.3.3 Mampu menerapkan prinsip pembuatan obat yang baik dalam menyiapkan sediaan obat non-steril.
2.3.4 Mampu memilih wadah/kemasan, label, dan cara penyimpanan yang tepat.

Unit 2.4:

Mampu melakukan pencampuran sediaan steril.
Elemen:

2.4.1 Mampu menetapkan persyaratan mutu sediaan steril.
2.4.2 Mampu menetapkan persyaratan ruang dan alat pada teknik aseptis.
2.4.3 Mampu menerapkan teknik aseptis pada pencampuran produk steril.
2.4.4 Mampu melakukan penyiapan sediaan sitostatika.

Unit 2.5:

Mampu memastikan obat memenuhi persyaratan mutu.

Elemen:

2.5.1 Mampu memastikan mutu obat sebelum diserahkan kepada pasien. 

2.5.2 Mampu mengevaluasi mutu hasil penyiapan/pencampuran sediaan farmasi.
2.5.3 Mampu menguji sterilitas hasil pencampuran aseptis. 
2.5.4 Mampu mengidentifikasi obat yang rusak/kadaluwarsa/substandar.
Unit 2.5:

Mampu menyerahkan obat kepada pasien.

Elemen:

2.5.1 Mampu memastikan kesesuaian & kelengkapan obat sebelum diserahkan kepada pasien. 

2.4.1 Mampu menjelaskan tujuan penggunaan obat, cara pemakaian, dan jangka waktu penggunaan obat. 

2.4.2 Mampu menjelaskan cara penyimpanan obat.

2.4.3 Mampu menjelaskan pengaruh kepatuhan dan perbaikan gaya hidup. 

AREA 3: PEMBUATAN DAN PENDISTRIBUSIAN  SEDIAAN OBAT
Standar 3.1   Merancang formulasi sediaan obat.
Standar 3.2   Mempertimbangkan persyaratan pembuatan sediaan obat.
Standar 3.3   Membuat sediaan obat sesuai prinsip penjaminan mutu.

Standar 3.4   Mengevaluasi mutu sediaan obat
Standar 3.5   Mendistribusikan obat disertai penjaminan mutu sediaan.

Deskripsi Kompetensi Inti:

Mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian dalam perancangan, pembuatan, dan penjaminan mutu sediaan obat.

Unit 3.1:  
Mampu merancang formulasi sediaan obat.
Elemen:

3.1.1 Mampu melakukan studi praformulasi

3.1.2 Mampu menjelaskan pertimbangan pemilihan bentuk sediaan dan/atau rute pemberian obat.
3.1.3 Mampu menjelaskan pertimbangan pemilihan komponen formulasi.
3.1.4 Mampu menjelaskan pertimbangan pemilihan teknik pembuatan sediaan.  

Unit 3.2:  
Mampu mempertimbangkan persyaratan pembuatan sediaan obat.
Elemen:

3.2.1 Mampu menjelaskan prinsip-prinsip penjaminan mutu sediaan obat.
3.2.2 Mampu merancang spesifikasi sediaan obat.
3.2.3 Mampu menjelaskan faktor-faktor stabilitas obat.
Unit 3.3:  
Mampu membuat sediaan obat sesuai prinsip penjaminan mutu.
Elemen:

3.3.1 Mampu menyusun rencana pembuatan sediaan obat. 
3.3.2 Mampu menyusun prosedur penjaminan mutu sediaan obat.
3.3.3 Mampu membuat sediaan obat sesuai prosedur pembuatan obat yang baik.
3.3.4 Mampu memilih wadah, kemasan, dan cara penyimpanan sediaan obat.

Unit 3.4:  
Mampu mengevaluasi mutu sediaan obat.
Elemen:

3.4.1 Mampu merancang prosedur pengujian mutu sediaan obat.
3.4.2 Mampu melakukan pengujian mutu sediaan obat.
3.4.3 Mampu menyatakan kesesuaian mutu sediaan obat terhadap persyaratan. 
3.4.4 Mampu melakukan pengujian stabilitas bahan obat dan/atau sediaan obat.

Unit 3.5:  
Mampu mendistribusikan obat disertai penjaminan mutu sediaan.
Elemen:

3.5.1 Mampu merancang prosedur penataan dan penyimpanan sediaan obat.
3.5.2 Mampu menata dan menyimpan sediaan obat berdasarkan stabilitas obat.
3.5.3 Mampu merancang prosedur pendistribusian sediaan obat yang baik. 

AREA 4: PELAYANAN INFORMASI OBAT DAN PENGOBATAN
Standar 4.1   Mencari, mengevaluasi, dan menyiapkan informasi obat.

Standar 4.2   Memberikan informasi tentang obat dan pengobatan.

Standar 4.3   Melakukan promosi penggunaan obat yang rasional.

Deskripsi Kompetensi Inti:

Mampu mencari, mengevaluasi, menyiapkan, dan memberikan informasi tentang obat, pengobatan, dan penggunaan obat yang rasional.
Unit 4.1:  

Mampu mencari, mengevaluasi dan menyiapkan informasi obat.

Elemen:

4.1.1 Mampu memilih sumber informasi obat. 

4.1.2 Mampu mencari dan/atau menelusur kembali informasi obat.
4.1.3 Mampu mengevaluasi dan memilah informasi sesuai kebutuhan.
4.1.4 Mampu menyiapkan informasi obat yang akurat dan terkini.

Unit 4.2:  

Mampu memberikan informasi obat dan pengobatan.
Elemen:

4.2.1 Mampu memberikan informasi obat dan pengobatan kepada pasien. 

4.2.2 Mampu memberikan informasi obat kepada tenaga kesehatan.

Unit 4.3:  

Mampu melakukan promosi penggunaan obat yang rasional.

Elemen:

4.3.1 Mampu memberikan pertimbangan rasionalitas penggunaan obat. 

4.3.2 Mampu berpartisipasi dalam promosi kesehatan.

AREA 5: KOMUNIKASI DAN KOLABORASI INTERPERSONAL
Standar 5.1   Mampu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi efektif.

Standar 5.2   Mampu bekerja dalam tim.
Deskripsi Kompetensi Inti:
Mampu berkomunikasi, beradaptasi dalam lingkungan baru, dan membangun hubungan interpersonal.
Unit 5.1:  

Mampu menerapkan prinsip-prinsip komunikasi efektif.

Elemen:

5.1.1 Mampu menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi efektif. 

5.1.2 Mampu berkomunikasi secara efektif.

Unit 5.2:
Mampu bekerja dalam tim/kelompok.
Elemen:
5.2.1 Mampu berkomunikasi dengan anggota tim/kelompok.  
5.2.2 Mampu bekerjasama dalam tim/kelompok.

AREA 6: KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN
Standar 6.1   Mampu mengelola tugas mandiri dan/atau kelompok.
Standar 6.2   Mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi &/atau data.
Standar 6.3   Mampu bertanggung-jawab atas tugas mandiri dan/atau kelompok.

Deskripsi Kompetensi Inti:
Mampu menerapkan prinsip manajemen & kepemimpinan dalam melaksanakan tugas mandiri dan/atau mengelola tugas kelompok.
Unit 6.1:  

Mampu mengelola tugas mandiri dan/atau tugas kelompok.
Elemen:

6.1.1 Mampu merencanakan kegiatan mandiri dan/ atau kegiatan kelompok.

6.1.2 Mampu merencanakan sumberdaya untuk melaksanakan tugas.
6.1.3 Mampu bekerja secara efektif dalam melaksanakan tugas mandiri.
6.1.4 Mampu mengelola dan memimpin kegiatan kelompok.

Unit 6.2:
Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi dan data.
Elemen:

6.2.1 Mampu menggali informasi dan data. 

6.2.2 Mampu mengidentifikasi masalah dalam melaksanakan tugas mandiri dan/ atau mengelola tugas kelompok.

6.2.3 Mampu melakukan analisis informasi/data untuk menyelesaikan masalah.
6.2.4 Mampu membuat keputusan berdasarkan hasil analisis informasi/data.

Unit 6.3:
Mampu bertanggung-jawab atas tugas mandiri atau kelompok.
Elemen:

6.3.1 Mampu menyelesaikan tugas mandiri atau tugas kelompok.

6.3.2 Mampu menyusun laporan pelaksanaan tugas mandiri atau kelompok.

AREA 7: PRAKTIK PROFESIONAL, LEGAL DAN ETIK
Standar 7.1
Mampu menjelaskan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip etik kefarmasian.

Standar 7.2  Mampu bersikap sesuai ketentuan perundang-undangan, norma, &  etik kefarmasian.

Deskripsi Kompetensi Inti:
Mampu melaksanakan pekerjaan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan, norma, dan etik kefarmasian.
Unit 7.1:  

Mampu menjelaskan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip etik kefarmasian. 

Elemen:

7.1.1 Mampu menjelaskan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan/praktik kefarmasian.  

7.1.2 Mampu menjelaskan prinsip-prinsip etik dalam praktik kefarmasian.
7.1.3 Mampu menjelaskan prinsip-prinsip etik dalam penelitian obat.

Unit 7.2:
Mampu bersikap sesuai ketentuan perundang-undangan, norma, dan etik.
Elemen:

7.2.1 Mampu melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan, norma, dan etik.  

7.2.2 Mampu bersikap sesuai ketentuan perundang-undangan, norma, dan etik dalam kehidupan bernasyarakat.
7.2.3 Mampu menerapkan prinsip-prinsip etik dalam melaksanakan penelitian.

AREA 8:
PENGUASAAN ILMU, KEMAMPUAN RISET, DAN PENGEMBANGAN DIRI
Standar 8.1 
Mampu menjelaskan konsep obat, tubuh manusia, dan mekanisme kerja obat.

Standar 8.2
Mampu menjelaskan hubungan antara struktur senyawa bahan aktif  dengan aktivitasnya. 

Standar 8.3
Mampu menjelaskan konsep pengembangan obat dari bahan alam dan/atau sintesis.
Standar 8.4
Mampu menjelaskan konsep perjalanan obat dalam tubuh.
Standar 8.5
Mampu melakukan analisis parameter fisika, kimia, fisiko-kimia, dan biologis bahan obat dan/atau produk obat.

Standar 8.6 
Mampu menerapkan ilmu dan teknologi dalam riset kefarmasian.

Standar 8.7
Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri secara berkelanjutan.
Deskripsi Kompetensi Inti:
Mampu menunjukkan penguasaan IPTEK bidang kefarmasian, kemampuan riset, serta kemampuan pengembangan diri secara berkelanjutan.
Unit 8.1:  

Mampu menjelaskan konsep obat, tubuh manusia, dan mekanisme kerja obat.

Elemen:

8.1.1 Mampu menjelaskan konsep anatomi, fisiologi, dan patofisiologi tubuh manusia.  
8.1.2 Mampu menjelaskan pengaruh obat pada tubuh.
8.1.3 Mampu membedakan obat berdasarkan golongan kimia dan mekanisme kerja obat.
Unit 8.2:
Mampu menjelaskan hubungan antara struktur senyawa  bahan aktif dengan aktivitasnya. 

Elemen:
8.2.1 Mampu menjelaskan hubungan antara struktur dengan parameter fisiko-kimia obat.

8.2.2 Mampu menjelaskan hubungan antara struktur senyawa bahan aktif dengan aktivitas biologis yang dihasilkannya. 

Unit 8.3:
Mampu menjelaskan konsep pengembangan obat dari bahan alam dan/atau sintesis.

Elemen:

8.3.1 Mampu menjelaskan konsep pengembangan bahan obat dari berbagai sumber bahan obat.

8.3.2 Mampu menjelaskan penerapan konsep fisika, kimia organik, dan kimia analisis pada pengembangan senyawa obat.
8.3.3 Mampu melakukan isolasi dan pemurnian senyawa bahan alam.
8.3.4 Mampu melakukan sintesa dan pemurnian bahan obat.
8.3.5 Mampu melakukan identifikasi dan penetapan kadar obat hasil sintesa dan/atau hasil isolasi. 

Unit 8.4:
Mampu menjelaskan konsep perjalanan obat dalam tubuh.
Elemen:
8.4.1 Mampu menjelaskan konsep biofarmasetika dan farmakokinetika obat.
8.4.2 Mampu menjelaskan faktor fisiologik pada perancangan sediaan obat.
8.4.3 Mampu menjelaskan aspek biofarmasetik pada perancangan produk obat. 
8.4.4 Mampu menjelaskan pengaruh bentuk sediaan dan rute pemberian obat pada penghantaran obat dalam tubuh.
8.4.5 Mampu menjelaskan konsep bioavailabilitas dan bioekivalensi produk obat.
Unit 8.5:
Mampu melakukan analisis parameter fisika, kimia, fisiko-kimia, dan biologis  bahan obat dan produk obat.

Elemen:
8.5.1 Mampu menentukan parameter fisika, kimia, dan fisikokimia bahan obat dan/atau produk obat.

8.5.2 Mampu melakukan analisis kualitatif dan kuatitatif bahan obat dan/atau produk obat.
8.5.3 Mampu mengukur parameter farmakokinetik bahan obat dan/atau produk obat.  
8.5.4 Mampu mengukur bioavailabilitas &/atau bioekivalensi produk obat.  
8.5.5 Mampu melakukan pengujian aktivitas biologi dan keamanan bahan obat. 

Unit 8.6:
Mampu menerapkan ilmu dan teknologi dalam riset kefarmasian.

Elemen:
8.6.1 Mampu menyusun proposal penelitian. 

8.6.2 Mampu menyiapkan sumberdaya dan melaksanakan penelitian.
8.6.3 Mampu mengolah data dan menyusun laporan hasil penelitian.
8.6.4 Mampu mendiseminasikan hasil penelitian.

Unit 8.7:
Mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri secara berkelanjutan.
Elemen:

8.7.1 Mampu mengikuti perkembangan IPTEK menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

8.7.2 Mampu mengikuti perkembangan praktik kefarmasian.
8.7.3 Mampu meningkatkan kemampuan diri secara berkelanjutan.

1.3 
Landasan Hukum Akreditasi  Program Studi
Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada: 
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61) 
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 33 dan Pasal 55)

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi  adalah sebagai berikut.
Pasal 60
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 61
(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi
(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.
Pasal 47
(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki  pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Bagian Kesembilan

Proses Pendidikan dan Pembelajaran

Paragraf 1

Program Studi

Pasal 33

(1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.

(2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.

(3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

(4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

(5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.

(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.

(7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6)  dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Akreditasi

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.
Pasal 86
(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. 
Pasal 87
(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi; dan
c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal
(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Pasal 88
(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
1.4 
Landasan Filosofi Sarjana Farmasi
Filosofi belajar dalam pendidikan farmasi pada dasarnya mengacu kepada empat pilar pembelajaran (The Four Pillars of Learning - UNESCO) yaitu:
(1). Pilar pertama “Learning to know” mengacu pada kemampuan pembelajar untuk memahami alam, manusia dan lingkungannya, kehidupannya, serta merasakan “senangnya” mengetahui, menemukan & memahami suatu proses (knowledge, cognitive). Pada dasarnya pilar ini meletakkan dasar belajar sepanjang hayat.

(2). Pilar kedua “Learning to do” mengacu pada ketrampilan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam praktik/ dalam kehidupan sehari-hari, belajar memecahkan masalah dalam berbagai situasi, serta belajar berkerjasama dalam tim, mengambil inisiatif, dan mengambil resiko (practice, psychomotoric, attitudes). Pada perkembangannya “learning to do” bergeser dari ketrampilan (skill) menuju kompeten (competence) diantaranya kemampuan komunikasi efektif, kecakapan bekerja dalam tim, ketrampilan sosial dalam membangun relasi interpersonal, kemampuan beradaptasi, kreatifitas dan inovasi, maupun kesiapan untuk mengambil resiko dan mengelola konflik.

(3). Pilar ketiga “Learning to life together” mengacu pada kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain, mengembangkan empati, respek dan apresiasi pada orang lain dalam berkehidupan bersama, menghargai perbedaan nilai dan budaya, kesediaan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog, dan  kemampuan untuk bekerjasama (team work, collaboration, growing interdependence).
(4). Pilar keempat “Learning to be” mengacu pada pengembangan kepribadian individu secara utuh melalui penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan  nilai-nilai (values) yang kondusif bagi pengembangan kepribadian, dalam dimensi intelektual, moral, kultural, dan fisik (experience, affective, attitude, behavior).

Keempat pilar pembelajaran ini saling mendukung satu sama lain dan diaplikasikan sebagai prinsip dasar pembelajaran serta diintegrasikan ke dalam setiap bidang pembelajaran. Pada tahun 2009 UNESCO melengkapinya menjadi “Five pillars of learning” dengan pilar kelima “learning to transform oneself and society” mengacu pada pengembangan kepribadian dan kepedulian pada lingkungan dan masyarakat melalui penguasaan pengetahuan, nilai-nilai (values), dan ketrampilan untuk mentransformasi kebiasaan, perilaku dan gaya hidup yang berorientasi pada pengembangan berkelanjutan.
Perkembangan praktik kefarmasian dari “product oriented” ke “patient oriented” menuntut kesiapan apoteker untuk mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian secara komprehensif (pharmaceutical care) dan juga mampu menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang bermutu tinggi. Filosofi pharmaceutical care: “the responsible provision of pharmacotherapy for the purpose of achieving definite outcomes that improve or maintain a patient’s quality of life” harus digunakan sebagai dasar pengembangan konsep pembelajaran pada pendidikan apoteker.

1.5
Landasan Sosiologis Sarjana Farmasi

Pada tingkat global, berbagai penemuan penyakit dan obat-obat baru, aplikasi farmakogenomik, maupun kebutuhan terapi obat yang semakin bersifat individual merupakan tantangan yang dihadapi oleh praktisi farmasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tantangan ini semakin berkembang dengan adanya AFTA, WTO, serta ketentuan dan/ atau kebijakan globalisasi lainnya.

Perubahan situasi sosiologis tersebut perlu memperoleh perhatian dan respon serius dari penyelenggara pendidikan farmasi dan pemangku praktik kefarmasian di Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan obat dan sediaan farmasi lainnya beserta layanan kefarmasian yang bermutu dan dapat dipercaya menuntut berkembangnya peran apoteker beserta tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan tersebut implementasi berbagai kebijakan terkait praktik kefarmasian perlu diperkuat, didukung dengan penyiapan SDM bidang farmasi yang kompeten untuk tantangan tersebut.
1.6
Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Sarjana Farmasi di Indonesia

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi farmasi,  APTFI bersama dengan IAI membangun satu kerjasama dan aliansi strategis melalui berbagai kesepakatan berikut.
1. Penyusunan Standar Pendidikan Apoteker tanggal 12-13 Oktober 2013 melalui HPEQ Project 2013 di Jakarta.
2. Sinkronisasi Standar Pendidikan Farmasi dengan Permendikbud tentang SNPT tanggal 2 Desember 2013 melalui HPEQ Project 2013 di Jakarta.

3. Finalisasi Standar Pendidikan Apoteker tanggal 6-7 September 2013 melalui HPEQ Project 2013 di Jakarta.

4. Penyempurnaan Standar Pendidikan Apoteker sesuai dengan Review Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) tanggal 21-22 Juli 2013 melalui HPEQ Project 2013 di Jakarta.
5. Penyusunan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Apoteker tanggal 5-6 Juni 2013 melalui HPEQ Project 2013 di Jakarta.
6. Penyelarasan Draf Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi sesuai dengan Naskah Akademik Pendidikan Apoteker tanggal 23-24 Juni 2014 melalui HPEQ Project 2013 di Jakarta.
7. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan Apoteker dan Aplikasinya pada Standar Pendidikan dan Uji Kompetensi tanggal 27-28 Juli 2013 melalui HPEQ Project 2013 di Jakarta.
8. Finalisasi Penyempurnaan Naskah Akademik Pendidikan Apoteker tanggal 6-7 Juni 2013 melalui HPEQ Project 2013 di Makassar.
1.7
Baku Mutu Program Studi Sarjana Farmasi

Heppler & Strand (1990) menawarkan filosofi baru praktik kefarmasian sebagai jawaban untuk mengatasi masalah-masalah terkait obat (drug-related morbidity and mortality). Konsep ini disebut “pharmaceutical care” dan menuntut perubahan mendasar fungsi profesi farmasi dalam pelayanan kesehatan. Pharmaceutical care umum didefinisikan sebagai: “the responsible provision of pharmacotherapy for the purpose of achieving definite outcomes that improve a patient’s quality of life”.  Definisi ini diadopsi oleh FIP pada tahun 1998 dengan amandemen yang bermakna menjadi “...... achieving definite outcomes that improve or maintain a patient’s quality of life”5,7. Paradigma baru ini menumbuhkan kesadaran bahwa praktik kefarmasian harus berfokus pada kesejahteraan pasien, memastikan penggunaan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien, dan melindungi pasien terhadap kemungkinan terjadinya efek-efek yang tidak dikehendaki terkait penggunaan obat. Perkembangan ini menuntut tenaga kefarmasian untuk tidak hanya berperan sebagai penyedia obat dan sediaan farmasi lainnya yang bermutu tinggi, namun bersama profesi kesehatan lainnya juga merancang, mengimplementasikan, serta memonitor terapi obat untuk meningkatkan keberhasilan terapi.
WHO dan FIP (1997) telah merumuskan “The Seven-Star Pharmacist” sebagai peran esensial sekaligus minimal yang diharapkan dari apoteker. Ketujuh peran tersebut adalah: (1) Care giver, (2) Decision maker, (3) Communicator, (4) Leader, (5) Manager, (6) Life-long learner, dan (7) Teacher. Meningkatnya kompleksitas permasalahan terkait obat membuat pilihan intervensi obat tidak lagi dapat hanya didasarkan pada pilihan atau pengalaman pribadi. Dibutuhkan pembuktian berbasis ilmu melalui riset yang bermutu untuk menjamin keberhasilan terapi. Kemampuan tenaga kefarmasian sebagai “Researcher” dibutuhkan dalam hal pencarian obat baru dan pengembangan bentuk sediaan baru (drug delivery system), maupun untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi terkait obat yang dibutuhkan untuk menetapkan pilihan intervensi obat dalam upaya menjamin keamanan, ketepatan dan rasionalitas penggunaan obat (evidence-based pharmacy).
Kesalahan yang berasal dari faktor manusia (human error) sangat mungkin terjadi dalam memberikan pelayanan pengobatan (medication error), namun angka kejadian dan tingkat keseriusannya dapat diturunkan melalui pendekatan secara sistematik dan terpadu (kolaboratif) dengan melibatkan pasien, tenaga kefarmasian, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Mekanisme kolaboratif dikembangkan sesuai dengan peran, fungsi dan kewenangan masing-masing tenaga kesehatan dilandasi kode etik profesi dan hak pasien.
Dimensi baru dalam praktik kefarmasian saat ini mencakup 4 (empat) aktivitas primer yaitu: (1) menjamin ketepatan dan keberhasilan terapi, (2) memberikan layanan sediaan farmasi dan alat kesehatan disertai pemberian informasi terkait penggunaan, penyimpanan, serta masalah-masalah yang dapat timbul pada penggunaannya, (3) promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, (4) mengelola pelayanan kefarmasian sebagai bagian dari pelayanan kesehatan7. Untuk itu FIP (2010) telah merekomendasikan “Global Competency Framework” dengan 4 (empat) area kompetensi meliputi: (1) Pharmaceutical Care Competencies yang berfokus pada kesehatan pasien, (2) Public Health Competencies yang berfokus pada kesehatan masyarakat (populasi), (3) Organisation and Management Competencies yang berfokus pada sistem, dan (4) Professional/Personal Competencies yang berfokus pada kemampuan praktik.
Di wilayah regional ASEAN sudah terbentuk lembaga akreditasi internasional, yaitu ASEAN University Network (AUN) yang menjadi acuan akreditasi internasional.
BAB II
Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu Penyelesaian Studi
2.1 Karakteristik
Untuk menjawab tantangan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan

pelayanan kesehatan yang berkualitas, jenjang pendidikan farmasi di Indonesia ditingkatkan ke jenjang pendidikan tinggi agar para lulusannya mampu memberikan pelayanan kefarmasian yang berfokus kepada pasien secara profesional.

Jenis dan jenjang pendidikan farmasi tersebut meliputi:

1. Program Pendidikan Akademik, terdiri dari:

a. Pendidikan Sarjana Farmasi Sain (S-1 Ilmu Farmasi).

b. Pendidikan Magister Farmasi Sain (S-2 Ilmu Farmasi).

c. Pendidikan Doktor Farmasi Sain (S-3 Ilmu Farmasi).

2. Program Pendidikan Profesi, terdiri dari:

a. Pendidikan Sarjana Farmasi.

b. Pendidikan Apoteker.

c. Pendidikan Spesialis (Apoteker Spesialis).

3. Program Pendidikan Vokasi, terdiri dari:

a. Pendidikan Diploma III Farmasi.

b. Pendidikan Diploma III Analis Farmasi dan Makanan.

Secara keseluruhan jenis dan jenjang pendidikan tersebut digambarkan dalam

gambar 3 berikut:
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Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, program studi sarjana farmasi harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, program studi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, program studi akan mampu meningkatkan mutu, mengembangkan diri sebagai penyelenggara pendidikan akademik dan profesi yang dikelolanya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, BAN-PT melakukan akreditasi bagi semua program studi sarjana farmasi di seluruh Indonesia. Akreditasi program studi sarjana farmasi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, guna menentukan kelayakan penyelenggaraan program studi. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi  program studi sarjana farmasi beserta parameternya. 

2.2 Kualifikasi

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui motto No Pharmacist, No Services (peningkatan kesejahteraan manusia melalui kesejahteraan hewan) merupakan tujuan utama pendidikan tinggi farmasi di Indonesia. Menurut Standar  Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia, program studi sarjana farmasi merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk  menghasilkan sarjana farmasi yang memiliki kompetensi sesuai standar. 

Standar Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Presiden  Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang meliputi landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya,  serta  sikap dan perilaku berkarya.
2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi

Kurikulum pendidikan apoteker terdiri atas kurikulum pendidikan  akademik dan  profesi. Kurikulum pendidikan akademik (sarjana)  dilaksanakan dalam waktu 8 semester dengan jumlah minimal 144 sks dan diakhiri dengan pemberian gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.) atau Sarjana Sains (S.Si.). Pendidikan profesi dilakukan selama  12  bulan dengan jumlah minimal 36 sks diakhiri dengan pemberian gelar Apoteker (Apt.).

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kompetensi dan Student Centered Learning yang terdiri atas berbagai macam metode pembelajaran.
Kurikulum pendidikan sarjana farmasi terdiri dari muatan yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Sarjana Farmasi Indonesia 2013 yang disusun oleh APTFI. Beban muatan institusional maksimal 20% dari seluruh kurikulum. Kurikulum institusional dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan kondisi lokal yang dapat menjadi materi wajib dan atau materi elektif. Materi elektif memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat khusus.
BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA (S-1)
Akreditasi program studi sarjana adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.
LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.
1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.
Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu. 
BAB III
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA
Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi sarjana yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) standar akreditasi program studi sarjana yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan  program studi sarjana; (2) prosedur akreditasi  program studi sarjana yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi  program studi sarjana; (3) instrumen akreditasi  program studi sarjana yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu  program studi sarjana, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan (4) kode etik akreditasi  program studi sarjana yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi  program studi sarjana.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II yang bembahas standar dan prosedur akreditasi program studi sarjana; Buku III tentang instrumen akreditasi dalam bentuk pedoman penyusunan portofolio; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.
4.1 
Standar Akreditasi Program Studi Sarjana
Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh  program studi sarjana. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan  program studi sarjana, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan  program studi sarjana, (3) penetapan kelayakan  program studi sarjana untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu  program studi sarjana.   

Standar akreditasi  program studi sarjana mencakup standar tentang komitmen program studi sarjana terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi sebagai berikut. 
Kriteria 1.      Visi dan Misi
Kriteria 2.      Tata Kelola
Kriteria 3.      Mahasiswa dan Lulusan 

Kriteria 4.      Sumber daya manusia 

Kriteria 5.      Pembelajaran dan Suasana Akademik

Kriteria 6.      Penelitian
Kriteria 7.      Pengabdian kepada masyarakat 
Kriteria 8. 
Sarana Prasarana

Kriteria 9. 
Pembiayaan
Asesmen kinerja program studi sarjana didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi sarjana yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi sarjana dari pejabat yang berwenang; memiliki  anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau  rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi sarjana; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi sarjana, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.
Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

Kriteria 1. Visi dan misi
Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi sarjana untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya pewujudan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuannya, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah difahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur fikir (logika) yang secara akademik wajar. 
Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah difahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (platitude). 
Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi sarjana dan program studi yang bersangkutan.

Kriteria 2: Tata Kelola
Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (governance), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi sarjana sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan program studi sarjana dalam mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata kelola adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi sarjana dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata kelola dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata kelola yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi sarjana dengan para pemangku kepentingan. Tata kelola dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. 
Sistem  pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang.  Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi program studi sarjana.  Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu program studi sarjana adalah proses penetapan dan pemenuhan  standar mutu pengelolaan program studi sarjana secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu program studi sarjana pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management system) dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (customer satisfaction). 
Kriteria 3: Mahasiswa dan lulusan
Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi sarjana harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).  Di dalam standar ini program studi sarjana harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses akademik (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan  mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing.   Kriteria ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi sarjana memperlakukan  dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya.  Termasuk di dalamnya segala urusan yang berkenaan dengan upaya program studi sarjana untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (outcome) dalam menempuh pendidikan di program studi sarjana, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik yang bermutu tinggi di program studi sarjana. Mahasiswa merupakan pebelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh program studi sarjana. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi sarjana, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk hard skills dan soft skills sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu.
Program studi sarjana yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai human capital bagi program studi sarjana yang bersangkutan. 
Kriteria 4: Sumber daya manusia

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi sarjana memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi serta memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan dan menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia program studi sarjana adalah dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridarma perguruan tinggi. 

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mengakuisisi, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Dosen menentukan mutu penyelenggaraan akademik program studi sarjana.
Program studi sarjana merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk  mewujudkan visi, menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi sarjana menjalin kerja sama dengan program studi sarjana dan lembaga mitra kerja sama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap yang sangat dibutuhkan.

Program studi sarjana yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi sarjana yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada di program studi sarjana yang bersangkutan. 

Kriteria 5: Pembelajaran dan suasana akademik
Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi sarjana. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi sarjana dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi sarjana. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi sarjana dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi sarjana. Sesuai dengan kebutuhan  masing-masing program studi sarjana, program studi sarjana  menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tataurutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.
Pembelajaran (tatap muka atau jarak jauh) adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berfikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa (student-centered) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok. 

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui sampai di mana mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran, dan menggunakan hasilnya dalam membantu mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel  dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (criterion-referenced evaluation). Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian akademik mahasiswa, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.  

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta  penerapan etika akademik secara konsisten.

Kriteria 6. Penelitian

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian dan kerjasama yang diselenggarakan untuk pengembangan mutu program studi sarjana. 
Penelitian adalah salah satu tugas pokok program studi sarjana yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi sarjana harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki peta-jalan (road-map), melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan/ menyelenggarakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi sarjana. 

Program studi sarjana menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi sarjana memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah,  presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.
Kriteria 7. Pengabdian kepada masyarakat
Kriteria ini adalah acuan keunggulan pelayanan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan terkait dengan pengembangan mutu program studi sarjana. 
Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai  peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi sarjana yang baik memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan program-program akademik.  Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas program studi sarjana sebagai lembaga nirlaba.  Program studi sarjana yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif program studi sarjana dan memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya program studi sarjana. 

Akuntabilitas pelaksanaan tridarma dan kerja sama program studi sarjana   diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Kriteria 8: Sarana Prasarana
Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu mencakup sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan/menyelenggarakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi sarjana. 

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan yang bersifat mobil (dapat dipindah-pindahkan), antara lain komputer, peralatan dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas,  laboratorium, kantor, dan lingkungan akademik lainnya.  Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan, lahan percobaan, dan fasilitas lainnya.  

Pengelolaan sarana dan prasarana program studi sarjana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi,  dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi sarjana. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana  sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan. 
Sistem pengelolaan informasi dan teknologi informasi (ICT) mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik program studi sarjana.
Kriteria 9: Pembiayaan

Kriteria ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu mencakup pengadaan dan pengelolaan dana yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan/menyelenggarakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi sarjana. 

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di program studi sarjana sebagai lembaga nirlaba. 
4.2 
Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana dan Profesi
Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi sarjana dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang keilmuan, dan pakar/praktisi yang memahami hakekat penyelenggaraan/pengelolaan program studi sarjana. Semua program studi sarjana akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi sarjana negeri dan swasta yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu program studi sarjana dan profesi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi sarjana dan profesi . 

2. Program studi sarjana dan profesi mengisi borang sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Borang Program studi sarjana dan profesi.

3. Program studi sarjana mengirimkan borang secara online beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.

4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan borang tersebut.

5. LAM-PTKes menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi sarjana dan profesi.

6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas boring program mstudi, borang fakultas/sekolah tinggi, serta laporan evaluasi-diri program studi (asesmen kecukupan) dalam bentuk lokakarya di tempat yang disediakan oleh LAM-PTKes 4 hari.
7. Pada akhir lokakarya tersebut setiap angota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada LAM-PTKes.

8. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 4 hari.

9. Tim asesor langsung mengupload hasil asesmen lapangan ke simak online setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan via pos pada LAM-PTKes paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.

10. LAM-PTKes memvalidasi laporan tim asesor.

11. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.

12. LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.

13. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Standar Akreditasi Program studi sarjana, yaitu Buku II.

4.3
Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana dan Profesi
Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi sarjana dan profesi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Bagian A dari bab ini. Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi sarjana dan profesi dirumuskan dan disajikan oleh program studi sarjana dan profesi dalam instrumen yang berbentuk borang. Borang akreditasi program studi sarjana dan profesi adalah dokumen yang berupa laporan diri (self-report) suatu program studi sarjana dan profesi, yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi sarjana dan profesi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi dan profesi sarjana secara berkelanjutan. 

Isi borang akreditasi program studi sarjana dan profesi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi sarjana dan profesi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan boring akreditasi program studi sarjana dan profesi. 

Program studi sarjana dan profesi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi (efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tata pamong (governance). 
Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

4.4
Kode Etik Akreditasi Program Studi Sarjana dan profesi
Untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi  program studi sarjana dan profesi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor,  program studi sarjana yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (the do) dan yang tidak layak dilakukan (the don’t) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi sarjana dan profesi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi sarjana dan profesi.

 DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu  institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada stakeholders  (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi
Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam borang atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.
BAN-PT   Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.
LAM-PTKes Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.
borang   instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan  data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program sarjana dan diploma

evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi.  Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi. 

misi   tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut. 

parameter (parameter standar)   bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

portofolio   suatu instrumen akreditasi untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai standar dan parameter yang mempengaruhi kinerja dan hasil kerja suatu institusi atau program studi yang disajikan secara kritis dan bersifat terbuka serta menggambarkan suatu proses perkembangan untuk menilai mutu proses dan hasil kerja institusi atau program studi tersebut. Jadi, portofolio mencakup evaluasi-diri.  

standar akreditasi   tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi. 

tata pamong [governance]   berkenaan dengan  sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

tim asesor  suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi 

visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu  perguruan tinggi atau program studi. 
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